
HUKUM PEMILU

PELANGGARAN HUKUM LAINNYA

pelanggaran hukum lain terkait penyelenggaran
pemilu/pemilihan kepala daerah (Pilkada). Dalam
praktiknya pelanggaran yang kerap terjadi
adalah ketidaknetralan aparatur sipil negara
(ASN)

Rekomendasi terkait penanganan atas
pelanggaran peraturan perundang-undangan
lainnya adalah diteruskan oleh Bawaslu kepada
instansi yang berwenang.


